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1 Masih terdapat regulasi daerah yang belum
sinkron dengan peraturan pemerintah pusat 1

Sinkronisasi regulasi daerah dengan regulasi
pemerintah pusat (peraturan daerah IMB,
Andalalin, dan dokumen lingkungan)

1

Hukum, Perencanaan, Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang,
Lingkungan Hidup, Perhubungan,
Pertanahan, Pertanian,

2
Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) sebagai Dasar penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM)

2
Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) berbasis Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR)

2

Perencanaan, Keuangan,
Pariwisata, Perdagangan,
Perindustrian, Pertanian,
Kelautan, PUPR

3 Belum tersedianya informasi potensi investasi
yang terintegrasi 3 Menyediakan informasi potensi investasi yang

terintegrasi 3 Kominfo, Perencanaan

4 Belum terwujudnya penyederhanaan sistem dan
prosedur pelayanan 4 Menyederhanakan sistem dan prosedur

pelayanan 4 Hukum dan OPD terkait

5
Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi
berbasis Web dan Pengetahuan/kemampuan
teknis bersertifikat di bidangnya

5
Penambahan personil bersertifikat dan
Peningkatan Kapasitas SDM dengan mengikuti
Magang atau Diklat.

5 Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan

6 Belum lengkapnya Sarana Prasarana
pendukung layanan perizinan dan non perizinan 6 Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung

layanan perizinan dan non perizinan 6 UKPBJ (unit kerja pengadaan
barang dan jasa)

7 Belum optimalnya sistem perizinan pendukung
sistem OSS 7 Update dan pengembangan Sistem pendukung

OSS 7 Kominfo, Perencanaan

8
Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha
untuk pengurusan Izin dan Menyampaikan
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

8 Peningkatan sosialisasi, Bimbingan Teknis,
Pendampingan terkait perizinan dan LKPM 8 kominfo, Perencanaan, Lembaga

terkait

9
Belum optimalnya pernyebarluasan Regulasi
penanaman modal dan informasi layanan
perizinan dan non perizinan

9

Mensosialisasikan melalui video singkat,
Billboard, website Dpmptsp, sosialisasi secara
virtual, Media sosial, Leaflet, dan booklet
Peningkatan sosialisasi, Bimbingan Teknis,
Pendampingan terkait regulasi penanaman
modal

9 kominfo, Perencanaan, Lembaga
terkait

10
Belum optimalnya koordinasi dengan Dinas
teknis terkait dalam penyelesaian pelayanan dan
permasalahan pelaksanaan penanaman modal

10 Peningkatan koordinasi, penempatan tim teknis
di Mall Pelayanan Publik 10 Semua OPD terkait
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Permasalahan Spesifik Solusi Permasalahan Spesifik Urusan Pendukung
3 4 5



11

Belum optimalnya pengintegrasian pelayanan
satu pintu di Mall Pelayanan Publik antara
perangkat daerah, instansi vertikal, dan
BUMN/BUMD

11
Penerapan Sistem informasi pelayanan
terintegrasi berbasis elektronik dan penjajakan
kerjasama dengan OPD serta lembaga terkait

11 kominfo, Perencanaan,
Lembaga/OPD terkait

12
Belum tersedianya Informasi ketersediaan lahan
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
investasi

12 Menyusun database terkait informasi lahan yang
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan investasi 12 kominfo dan Lembaga/OPD

terkait
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